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TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
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HORTWEIGHTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 
RI NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Oleh :
Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti1

Abstract
Shortweighting is one of the selling practices of goods that harm consumers. 
Where the actual weight of the item is less than the weight indicated on the goods 
packaging label. Clearly, consumers are severely disadvantaged as a result of 
changes in the goods made by businessmen. With The result that consumers get 
goods that are not in accordance with the conditions and the promised warranty 
or stated on the label. The legal issues in this writing are 1. How is the liability 
of businessmen to consumers in the case of short-weighting reviewed by Law No. 
8 of 1999? and 2. What kind of dispute settlement efforts that can be taken by the 
consumer in case of short-weighting? This research is normative legal research. 
The conclusion of this study is that the businessmen are to be responsible if proven 
to occur sales practice short-weighting. It is contained in Article 19 of Law No. 
8 of 1999 on Consumer Protection. The legal efforts to resolve disputes that 
can be reached by consumers can be through 2 (two) ways of settling disputes, 
outside the court or alternative dispute resolution and settlement of litigation. 
The settlement of disputes outside the court can be through the settlement of 
disputes solved by deliberation by the parties and could be through the Indonesia 
Consumer Dispute Settlement Institution (BPSK).

Keywords: Shortweighting, Bussinessmen, Consumer Protection

Abstrak
Shortweighting adalah salah satu praktek penjualan barang yang merug�kan 
konsumen. D�mana berat barang yang sebenarnya adalah leb�h kec�l dar� 
berat yang tertera pada label kemasan barang. Jelas sekal� bahwa konsumen 
sangat d�rug�kan ak�bat adanya perubahan barang tersebut yang d�lakukan 
oleh pelaku usaha. Seh�ngga konsumen mendapatkan barang yang t�dak sesua� 
dengan kond�s� dan jam�nan yang d�janj�kan atau yang d�nyatakan dalam label. 
Rumusan masalah dalam penul�san �n� adalah 1. Baga�manakah tanggungjawab 
pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal terjad�nya shortweighting d�t�njau 
dar� Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? dan 2. Apakah upaya penyelesa�an 
sengketa yang dapat d�tempuh oleh konsumen b�la terjad� shortweighting? Jen�s 
penel�t�an yang d�gunakan adalah jen�s penel�t�an hukum normat�f. Kes�mpulan 
dar� has�l penul�san penel�t�an �n�  bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 
apab�la terbukt� terjad� prakt�k penjualan shortweighting. Hal tersebut tertuang 

1  PT PLN (Persero) D�str�bus� Bal� pada B�dang Pengadaan. Ema�l : l�es_r�ant�@yahoo.com
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dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen. Upaya penyelesa�an sengketa yang dapat d�tempuh konsumen 
dapat melalu� 2 (dua) cara ya�tu penyelesa�an sengketa d�luar pengad�lan dan 
penyelesa�an l�t�gas�. Penyelesa�an sengketa d� luar pengad�lan ya�tu b�sa melalu� 
penyelesa�an sengketa secara dama� oleh p�hak send�r� dan b�sa melalu� Badan 
Penyelesa�an Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata kunc� : Shortweighthing, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN
Dewasa �n� bangsa Indones�a 

sedang g�at melaksanakan pemba-
ngunan ekonom� untuk dapat segera 
keluar dar� kr�s�s ekonom� yang 
berkepanjangan. Pembangunan 
nas�onal �n� bertujuan untuk 
mewujudkan suatu masyarakat ad�l 
dan makmur yang merata mater��l dan 
sp�r�tual dalam era demokras� ekonom� 
berdasarkan Pancas�la dan Undang-
Undang Dasar 1945. Bahwa untuk 
men�ngkatkan harkat dan martabat 
konsumen perlu men�ngkatkan 
kesadaran, pengetahuan, kepedul�an, 
kemampuan dan kemand�r�an 
konsumen untuk mel�ndung� d�r�nya 
serta menumbuh kembangkan s�kap 
pelaku usaha yang bertanggung 
jawab.

Pepatah Indones�a “pembel� 
adalah raja” ternyata cuma jad� peman�s 
b�b�r. Yang terjad� justru sebal�knya, 
para konsumen lah kerap menjad� 
buak atau korban. Dulu kedudukan 
konsumen leb�h rendah dar� pada 
pelaku usaha, konsumen t�dak dapat 
memperoleh apa yang sebenarnya 
menjad� haknya. Konsumen hanya 
dapat mener�ma saja yang d�lakukan 
dan apapun yang menjad� keputusan 
pelaku usaha. Pelaku usaha bebas 

untuk membuat dan menetapkan 
segala peraturan secara sep�hak atas 
barang dan jasa yang d�produks� atau 
d�perdagangkan nya. Hal tersebut 
ser�ng terjad� karena pada saat �tu 
belum adanya peraturan khusus d� 
b�dang perl�ndungan konsumen.

Masyarakat Indones�a ba�k 
pelaku b�sn�s maupun p�hak konsumen 
meng�ng�nkan ada sebuah Undang-
undang yang secara komprehens�f 
mengatur hubungan antara penjual 
maupun pembel�. Ke�ng�nan tersebut 
d�dorong oleh munculnya prakt�k-
prakt�k perdagangan yang t�dak sehat. 
Prakt�k-prakt�k perdagangan yang t�dak 
sehat tersebut, dapat men�mbulkan 
kerug�an bag� konsumen. 

Contoh kasus nyata menjelang 
Lebaran tahun 2007, penjualan 
b�sku�t yang d�kemas dalam kaleng 
ber�s� 700g  dan b�asanya penuh satu 
kaleng.2 Namun betapa kagetnya 
ket�ka YLKI menemukan b�sku�t yang 
sama, ternyata b�sku�t �tu d�bungkus 
satu per satu dalam plast�k seh�ngga 
terkesan memenuh� kemasan kaleng. 
Ket�ka d�buka dar� plast�knya dan 
d�masukan kedalam kaleng, �s�nya 
2 Sulars�, SH, Sen�or Staff YLKI, http://ylk�.

or. �d/2011/11/membel�-barang-dalam-
keadaan-terbungkus, d�akses 4 Desember 
2017 Pukul 16.30 W�ta.
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t�dak akan leb�h dar� separuh kaleng. 
J�ka konsumen hanya berpatokan pada 
f�s�k kemasannya maka akan salah 
besar. Hal �n� merupakan merug�kan 
konsumen, maka patut d�waspada� oleh 
konsumen serta perlunya pengawasan 
oleh �nstans� yang terka�t agar t�dak 
terjad� misleading.

Salah satu contoh la�nnya 
kasus shortweighting yang terjad� d� 
Indones�a adalah pengoplosan gas 
LPG. Sebaga�mana ber�ta yang d�r�l�s 
oleh metronews.com dalam med�a 
onl�ne tanggal 4 Oktober 20173, 
terungkapnya ledakan Gudang Elp�j� d� 
Karang Tengah merupakan salah satu 
dugaan adanya t�ndakan pelaku usaha 
yang merug�kan konsumen. Dar� has�l 
penyel�d�kan kepol�s�an d�duga telah 
terjad� prakt�k pengoplosan elp�j�, 
yakn� dar� tabung 3 Kg ke tabung LPG 
12 Kg dan 50 Kg. 

Menurut Rachmad� Usman 
perlu d�berlakukan suatu s�stem 
pengawasan dengan d�waj�bkannya 
“waj�b uj� makanan”. Waj�b �n� t�dak 
hanya mel�put� persyaratan mutu, 
tetap� juga mengena� hal-hal la�n yang 
pent�ng dalam usaha member�kan 
perl�ndungan konsumen sepert� waj�b 
dafar makanan dan m�numan, masalah 
kemasan, masalah label serta tanggung 
jawab produsen.4 D�ka�tkan dengan 
hal tersebut d� atas, maka pemer�ntah 
mengeluarkan undang-undang 

3 YDH, 2017, http://news.metrotvnews.com/
read/2017/10/04/767975/ylk�-m�nta-pol�s�-
usut-ledakan-gudang-peng�s�an-elp�j�,  d�akses 
tanggal 4 Desember 2017 Pukul 16.35 W�ta.

4 Rachmad� Usman, 2004, Hukum Persaingan 
Usaha di Indonesia, PT. Gramed�a Pustaka 
Utama, Jakarta, hlm. 1.

khusus yang mengatur mengena� 
perl�ndungan konsumen ya�tu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang 
d�undangkan pada tanggal 20 Apr�l 
dalam Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 42, tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3821, dengan tujuan 
agar hak-hak konsumen d�l�ndung� 
serta mengangkat martabat konsumen 
dengan cara mengh�ndarkannya dar� 
akses negat�f pemaka�an barang dan/
atau jasa.

Se�r�ng dengan d�undangkannya 
Undang-Undang Perl�ndungan Konsu-
men tersebut, maka hak-hak konsumen 
leb�h d�perhat�kan, salah satunya 
adalah hak atas �nformas� yang benar, 
jelas dan jujur mengena� kond�s� dan 
jam�nan barang dan/atau jasa serta 
hak untuk mendapatkan advokas�, 
perl�ndungan dan upaya penyelesa�an 
sengketa perl�ndungan konsumen 
secara patut. 

Konsumen berkepent�ngan akan 
perl�ndungan hukum sehubungan 
dengan kual�tas maupun kuant�tas 
barang dan/jasa. Sebuah kenyataan 
bahwa konsumen menduduk� 
pos�s� yang cukup pent�ng d� dalam 
kelangsungan roda perekonom�an. 
Namun sangat d� sayangkan bahwa 
kedudukan konsumen justru berada 
d� pos�s� lemah d� band�ngkan dengan 
pelaku usaha dalam hal perl�ndungan 
konsumen.

Menurut pasal 1 huruf 2 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
berbuny�: “Konsumen adalah set�ap 
orang pemaka� barang dan/ jasa yang 
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tersed�a dalam masyarakat, ba�k bag� 
kepent�ngan d�r� send�r�, keluarga, 
orang la�n maupun mahluk h�dup la�n, 
dan untuk t�dak d�perdagangkan. Yusuf 
Shof�e menjelaskan bahwa masyarakat 
yang d�art�kan sebaga� konsumen, t�dak 
selalu harus member�kan prestas�nya 
dengan cara membayar uang untuk 
memperoleh barang dan/atau jasa. 
Dengan kata la�n, dasar hubungan 
hukum antara konsumen dan pelaku 
usaha t�dak perlu kontraktual (the 
privity of contract).5

Bertolak dar� luas dan 
kompleknya hubungan antara pelaku 
usaha dan konsumen, maka untuk 
mel�ndung� konsumen sebaga� 
pemaka� akh�r produk barang dan/jasa 
membutuhkan berbaga� aspek hukum 
agar benar-benar dapat d�l�ndung� 
dengan ad�l. Sejak awal produks�, 
perl�ndungan konsumen sudah harus 
d�mula�. Dan peran pemer�ntah sangat 
d�perlukan dalam rangka mel�ndung� 
kepent�ngan konsumen pada 
umumnya.

Menurut Yusuf Shof�e, 
keberadaan UUPK d� tengah-tengah 
global�sas� saat �n� justru merupakan 
�nstrumen hukum yang t�dak 
hanya berfungs� untuk mel�ndung� 
kepent�ngan hukum konsumen 
mela�nkan juga kepent�ngan hukum 
bag� pelaku usaha. Merujuk pada 
penjelasan umum UUPK, ya�tu:6

5 Yusuf Sof�e, 2000, Perlindungan Konsumen 
Dan Instrumen-instrumen Hukumnya, PT. 
C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 250.

6  Ibid, hlm. 8.

1. Kedudukan pelaku usaha dan 
konsumen t�dak se�mbang dan 
konsumen berada d� pos�s� 
lemah. 

2. Pr�ns�p ekonom� pelaku usaha 
untuk mendapatkan keuntungan 
yang semaks�mal mungk�n 
dengan modal sem�n�mal 
mungk�n, sangat potens�al 
merug�kan konsumen ba�k 
secara langsung maupun t�dak 
langsung.
Kemud�an Endang Sr� Wahyun�, 

menyatakan lemahnya pos�s� konsumen 
d�band�ngkan dengan pelaku usaha 
d�karenakan sangat sed�k�t konsumen 
yang mengetahu� tentang hak-haknya. 
Hal �n� d�sebabkan karena m�n�mnya 
pend�d�kan, dan pengetahuan serta 
kemampuan hukum dan ekonom� dar� 
konsumen yang umumnya adalah 
masyarakat kec�l.7

Perl�ndungan konsumen d� 
Indones�a j�ka d�tel�t� leb�h jelas lag� 
belum sepenuhnya dapat terwujud, 
walaupun telah ada undang-undang 
yang mengaturnya, tetap saja pelaku 
usaha dapat berbuat semaunya 
terhadap barang dan/jasa yang �a 
tawarkan kepada konsumen. Beg�tu 
banyak kecurangan-kecurangan yang 
pelaku usaha lakukan guna untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar 
atas penjualan barang dan/jasa yang 
mereka produks� atau d�perdagangkan.  
Salah satunya adalah kasus adanya 

7 Endang Sr� Wahyun�, 2003, Aspek Hukum 
Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan 
Perlindungan Konsumen, PT. C�tra Ad�tya 
Bakt�, Bandung, hlm.96.
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ket�dak sesua�an berat bers�h suatu 
barang yang tertera pada label dengan 
kenyataan yang sesungguhnya ( untuk 
selanjutnya d�sebut shortweighting). 
Shortweighting adalah salah satu 
prakt�k penjualan barang yang 
merug�kan konsumen. D�mana berat 
barang yang sebenarnya adalah leb�h 
kec�l dar� berat yang tertera pada label 
kemasan barang.8

Jelas sekal� terl�hat bahwa 
konsumen sangat d�rug�kan ak�bat 
adanya perubahan barang tersebut 
yang d�lakukan oleh pelaku usaha. 
Seh�ngga konsumen mendapatkan 
barang yang t�dak sesua� dengan 
kond�s� dan jam�nan yang d�janj�kan 
atau yang d�nyatakan dalam label.

Menurut pasal 8 ayat (1) but�r b 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perl�ndungan Konsumen, 
menyebutkan bahwa : “Pelaku 
usaha d�larang memproduks� dan/
memperdagangkan barang dan/jasa 
yang t�dak sesua� dengan berat bers�h, 
�s� bers�h atau netto, dan jumlah 
dalam h�tungan sebaga�mana yang 
d�nyatakan dalam label atau et�ket 
barang tersebut”.

Konsekuens� hukum dar� 
pelanggaran yang d�ber�kan oleh 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perl�ndungan Konsumen, dan 
s�fat perdata dar� hubungan hukum 
antara pelaku usaha dan konsumen, 
maka dem� hukum set�ap pelanggaran 
yang d�lakukan oleh  pelaku 
usaha yang merug�kan konsumen, 

8 Ujang Sumarwan, 2002,  Perilaku Konsumen 
Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran, 
Ghal�a Indones�a, Bogor, hlm. 334.

member�kan hak kepada konsumen 
yang d�rug�kan tersebut untuk mem�nta 
pertanggungjawaban dar� pelaku 
usaha yang merug�kannya serta untuk 
menuntut gant� rug� atas kerug�an yang 
d�der�ta oleh konsumen tersebut.

Berdasarkan latar belakang 
tersebut d�atas, maka dapat d�rumuskan 
suatu permasalahan sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah tanggungjawab 

pelaku usaha terhadap konsu-
men dalam hal terjad�nya 
shortweighting d�t�njau dar� 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999?

2. Apakah upaya penyelesa�an 
sengketa yang dapat d�tempuh 
oleh konsumen b�la terjad� 
shortweighting?
Penel�t�an �n� merupakan karya 

�lm�ah asl� yang belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Adapun karya �lm�ah 
yang terka�t dengan karya �lm�ah 
yang Penul�s tul�s ya�tu: Pertama, 
oleh Gde Man�k Yog�artha tahun 
2016 yang berjudul Tanggungjawab 
Pelaku Usaha Terka�t Dengan Jual-
Bel� Telepon Seluler Tanpa Garans� 
yang menggambarkan baga�mana 
tanggungjawab pelaku usaha terhadap 
transaks� jual-bel� telepon seluler 
tanpa garans� serta sanks� hukum bag� 
pelaku usaha tersebut.9 Kedua, oleh 
N� Putu Januaryant� Pande tahun 2017 

9 Gde Man�k Yog�artha, Tanggungjawab Pelaku 
Usaha Terka�t Dengan Jual-Bel� Telepon 
Seluler Tanpa Garans�. Jurnal Mag�ster Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 
5 no.1 ed�s� me� 2016. https://ojs.unud.ac.�d/
�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/20613/14457. 
d�akses tanggal 20 November 2017.do�:https://
do�.org/10.24843/JMHU.2016.v05.�01.p09.



526

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 521 - 537

dengan judul Perl�ndungan Konsumen 
Terhadap Produk Kosmet�k Impor 
Yang T�dak Terdaftar D� BBPOM 
Denpasar  yang menggambarkan pada 
�mplementas� perl�ndungan hukum 
terhadap konsumen yang mender�ta 
kerug�an ak�bat kosmet�k Impor yang 
t�dak terdaftar d� BBPOM Denpasar 
serta faktor-faktor yang mempengaruh� 
beredarnya kosmet�k tersebut.10 
Selanjutnya ket�ga, karya �lm�ah 
yang d�tul�s oleh Agus Brotosus�lo 
Tahun 1992 yang berjudul Hak-hak 
Produsen Dalam Hukum Perl�ndungan 
Konsumen yang leb�h menekankan 
perl�ndungan konsumen yang d�t�njau 
dar� hak produsen secara umum.11 Jelas 
nampak perbedaan dar� karya �lm�ah 
tersebut dengan karya �lm�ah yang 
d�buat oleh Penul�s. Dar� ket�ga karya 
�lm�ah terdahulu d�atas belum satupun 
yang menganal�sa tentang tanggung 
jawab pelaku usaha dalam hal terjad� 
shortweighting.

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk member�kan gambaran yang 
jelas tentang bentuk perl�ndungan 
hukum terhadap konsumen dalam hal 

10  N� Putu Januaryant� Pande, Perl�ndungan 
Konsumen Terhadap Produk Kosmet�k Impor 
Yang T�dak Terdaftar D� BBPOM Denpasar. 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), vol.6 no.1 ed�s� me� 
2017, https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/
art�cle/v�ew/22288/20922. d�akses tanggal 20 
November 2017. do�:https://do�.org/10.24843/
JMHU.2017.v06.�01.p02.

11 Agus Brotosus�lo, Hak-Hak Produsen Dalam 
Hukum Perl�ndungan Konsumen, Jurnal 
Hukum dan Pembangunan, vol. 22 no.5 
tahun 1992, http://www.jhp.u�.ac.�d/�ndex.
php/home/art�cle/v�ew/1011, d�akses tanggal 
20 November 2017. Do�:http://dx.do�.
org/10.21143/jhp/vol22.no5.1011

terjad�nya shortweighting serta upaya 
penyelesa�an sengketa yang dapat 
d�tempuh.

II. METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an hukum 

adalah sebaga� cara kerja ke�lmuan 
yang salah satunya d�tanda� dengan 
menggunakan metode (dalam bahasa 
Yunan� d�sebut Methodos, Meta berart� 
d�atas, sedangkan thodos berart� suatu 
jalan, suatu cara).12 Apab�la d�l�hat dar� 
jen�snya, maka penel�t�an hukum dapat 
d�bedakan menjad� t�ga jen�s ya�tu : 
penel�t�an hukum normat�f, penel�t�an 
hukum emp�r�s, atau gabungan 
keduanya.13 Penul�san karya �lm�ah �n� 
menggunakan jen�s penel�t�an hukum 
normat�f. Penel�t�an hukum normat�f 
art�nya penel�t�an yang bert�t�k berat 
terhadap bahan hukum berupa aturan 
atau norma hukum pos�t�f dan menjad� 
bahan acuan utama dalam penel�t�an.14 
Sedangkan pendekatan yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� adalah pendekatan 
perundang-undangan (the statute 
approach) ya�tu mengkaj� semua 
undang-undang dan peraturan yang 
berhubungan dengan �su hukum yang 
sedang d�tel�t�. Bahan hukum yang 
d�gunakan terd�r� dar� bahan hukum 
pr�mer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum ters�er. 

12 Jhony Ibrah�m, 2006, Teori dan Metodeologi 
Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, 
Malang, hlm. 26. 

13 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian 
Hukum, UII Press, Jakarta, hlm. 201.

14 Ibid. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggungjawab Pelaku 

Usaha Dalam Hal Terjadi 
Shortweighting ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999
Konsumen menurut pasal 1 

angka 1 Undang-Undang tentang 
Perl�ndungan Konsumen adalah “set�ap 
orang pemaka� barang dan/atau jasa 
yang tersed�a dalam masyarakat, ba�k 
bag� kepent�ngan d�r� send�r�, orang 
la�n, maupun makhluk h�dup la�n dan 
t�dak untuk d�perdagangkan”.

Hak konsumen dalam Undang-
Undang Perl�ndungan Konsumen 
Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab 
III Bag�an Pertama pasal 4, ya�tu 
konsumen mempunya� hak sebaga� 
ber�kut :
a) Hak atas kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan dalam 
mengkonsums� barang dan/atau 
jasa;

b) hak untuk mem�l�h barang dan/
atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut 
sesua� dengan n�la� tukar dan 
kond�s� serta jam�nan yang 
d�janj�kan;

c) hak atas �nformas� yang benar, 
jelas dan jujur mengena� kond�s� 
dan jam�nan barang dan/atau 
jasa;

d) hak untuk d�dengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/jasa 
yang d�gunakan;

e) hak untuk mendapatkan 
advokas�, perl�ndungan, dan 

upaya penyelesa�an sengketa 
perl�ndungan konsumen secara 
patut;

f) hak untuk mendapat pemb�naan 
dan pend�d�kan konsumen;

g) hak untuk d�perlakukan atau 
d�layan� secara benar dan jujur 
serta t�dak d�skr�m�nat�f;

h) hak untuk mendapatkan kom-
pensas�, gant� rug� dan/atau 
penggant�an, apab�la barang 
dan/atau jasa yang d�ter�ma t�dak 
sesua� dengan perjanj�an atau 
t�dak sebaga�mana mest�nya;

�) hak-hak yang d�atur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan la�nnya.

Pengaturan mengena� kewaj�ban 
konsumen, terdapat dalam pasal 5 
Undang-Undang tentang Perl�ndungan 
Konsumen, yang menyebutkan bahwa 
kewaj�ban konsumen antara la�n :
a) Membaca atau meng�kut� 

petunjuk �nformas� dan prosedur 
pemaka�an atau pemanfaatan 
barang dan/atau jasa, dem� 
keamanan dan keselamatan.

b) Ber�t�kad ba�k dalam melakukan 
transaks� pembel�an barang dan/
atau jasa

c) Membayar sesua� dengan n�la� 
tukar yang d�sepakat�.

d) Meng�kut� upaya penyelesa�an 
hukum sengketa perl�ndungan 
konsumen secara patut.
Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Perl�ndungan Konsumen, 
menyebutkan:
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Pelaku usaha adalah set�ap 
orang perorangan atau badan usaha, 
ba�k yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang 
d�d�r�kan dan berkedudukan atau 
melakukan keg�atan dalam w�layah 
hukum Negara Republ�k Indones�a, 
ba�k send�r� maupun bersama melalu� 
perjanj�an menyelenggarakan keg�atan 
usaha dalam berbaga� b�dang ekonom�. 
Pelaku usaha yang d�maksudkan dalam 
pengert�an �n� adalah perusahaan, 
korporas�, BUMN, koperas�, �mporter, 
pedagang, d�str�butor, dan la�n-la�n.

Sama sepert� halnya pember�an 
hak dan kewaj�ban kepada konsumen, 
undang-undang juga member�kan 
hak dan kewaj�ban kepada pelaku 
usaha. Dalam Bab III mengena� hak 
dan kewaj�ban pelaku usaha, Bag�an 
Kedua Pasal 6, menyebutkan bahwa 
hak-hak pelaku usaha adalah :
a. Hak untuk mener�ma pembayaran 

yang sesua� dengan kesepakatan 
mengena� kond�s� dan n�la� 
tukar barang dan/atau jasa yang 
d�perdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perl�n-
dungan hukum dar� t�ndakan 
konsumen yang ber�t�kad t�dak 
ba�k;

c. Hak untuk melakukan pembelaan 
d�r� sepatunya d� dalam 
penyelesa�an hukum sengketa 
konsumen;

d. Hak untuk rehab�l�tas� nama ba�k 
apab�la terbukt� secara hukum 
bahwa kerug�an konsumen t�dak 
d�ak�batkan oleh barang dan/atau 
jasa yang d�perdagangkan;

e. Hak-hak yang d�atur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan la�nnya.
Sela�n mempunya� hak-hak yang 

harus d�penuh�, pelaku usaha juga  
mempunya� kewaj�ban-kewaj�ban 
yang harus d�lakukan. Kewaj�ban 
pelaku usaha tersebut d�atur dalam 
pasal 7 Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen, yang menyebutkan bahwa 
kewaj�ban pelaku usaha adalah :
a. Ber�t�kad ba�k dalam melakukan 

keg�atan usahanya;
b. Member�kan �nformas� yang 

benar, jelas dan jujur mengena� 
kond�s� dan jam�nan barang 
dan/atau jasa serta member�kan 
penjelasan penggunaan, per-
ba�kan, dan pemel�haraan;

c. Memperlakukan atau melayan� 
konsumen secara benar dan jujur 
serta t�dak d�skr�m�nat�f;

d. Menjam�n mutu barang dan/atau 
jasa yang d�produks� dan/atau 
d�perdagangkan berdasarkan 
ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;

e. Member� kesempatan kepada 
konsumen untuk menguj�, dan/
atau mencoba barang dan/atau 
jasa tertentu serta member� 
jam�nan dan/atau garans� atas 
barang yang d�buat dan/atau 
yang d�perdagangkan;

f. Member� kompensas�, gant� 
rug�, dan/atau penggant�an atas 
kerug�an ak�bat penggunaan, 
pemaka�an, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang 
d�perdagangkan;
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g. Member� kompensas�, gant� 
rug�, dan/atau penggant�an 
apab�la barang dan/atau jasa 
yang d�ter�ma atau d�manfaatkan 
t�dak sesua� dengan perjanj�an.
Aspek hukum perl�ndungan 

konsumen j�ka d�ka�tnya dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Hukum Perl�ndungan 
Konsumen, mengenakan hak dan 
kewaj�ban bag� pelaku usaha d� dalam 
memenuh� tuntutan untuk menc�ptakan 
produk yang berkual�tas.

Rajagukguk Erman menyatakan 
t�dak adanya atau kurangnya 
kesadaran akan tanggung jawabnya 
sebaga� pelaku usaha akan berak�bat 
fatal dan menghadap� r�s�ko bag� 
kelangsungan h�dup atau kred�b�l�tas 
usahanya. Rendahnya kual�tas produk 
atau adanya cacat produk yang 
d�pasarkan seh�ngga menyebabkan 
kerug�an pada konsumen. D� samp�ng 
akan menghadap� kompensas� (gant� 
rug�), juga akan berak�bat bahwa 
produk tersebut akan kalah bersa�ng 
dalam merebut pasar. Seh�ngga perlu 
d�lakukannya pembaharuan hukum 
yang berka�tan dengan produk liability 
terutama dalam rangka mempermudah 
pember�an gant� rug� bag� konsumen 
yang mender�ta kerug�an ak�bat produk 
yang d�edarkan d� masyarakat.15

Sela�n �tu dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, juga 
mengatur mengena� perbuatan yang 

15 Rajagukguk Erman, 2000,  Hukum 
Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 
Bandung, hlm. 43.

d�larang bag� pelaku usaha ya�tu dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen. Pasal 8 ayat (1) but�r b, 
merupakan dasar hukum yang t�dak 
memperbolehkan adanya prakt�k-
prakt�k penjualan makanan yang 
menggunakan cara yang t�dak sesua�. 
Salah satu prakt�k penjualan barang 
yang d�larang oleh Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen adalah 
prakt�k penjualan barang dengan cara 
shortweighting.

Shortweighting adalah salah 
satu prakt�k penjualan barang yang 
merug�kan konsumen, d�mana berat 
barang yang sebenarnya adalah leb�h 
kec�l dar� berat yang tertera pada label 
kemasan barang.16 “Shortweighting 
juga dapat d�art�kan bahwa berat suatu 
barang adalah kurang dar� berat/bobot 
yang seharusnya”.17 Hal yang sama 
juga d�sebutkan oleh Menurut Ujang 
Sumarwan, Shortweighting adalah 
salah satu prakt�k penjualan barang 
yang merug�kan konsumen, d�mana 
berat barang yang sebenarnya adalah 
leb�h kec�l dar� berat yang tertera pada 
label kemasan barang. Shortweighting 
juga dapat d�art�kan bahwa berat suatu 
barang adalah kurang dar� berat/bobot 
yang seharusnya.18

Hubungan antara konsumen 
dengan pelaku usaha t�mbul suatu 
kerug�an sebaga� ak�bat dar� 
penggunaan, pemanfaatan serta 

16  Ibid, hlm. 334.
17 HRA. R�va� W�rasam�ta, Kamus Lengkap 

Ekonomi, CV P�on�r Jaya, Bandung, 2002, 
hlm. 449.

18  Ujang Sumarwan, loc. cit.
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pemaka�an atas suatu barang tertentu 
yang d�has�lkan oleh pelaku usaha, maka 
konsumen dalam hal �n� keluhannya 
berhak untuk d�dengar. Konsumen 
juga berhak untuk memperoleh gant� 
kerug�an dan sebal�knya pelaku usaha 
berkewaj�ban untuk mendengarkan 
keluhan konsumen dan member� gant� 
rug� ak�bat kerug�an konsumen.

Ketentuan yang d�jad�kan 
sebaga� dasar hukum adanya hak untuk 
menuntut gant� rug� oleh konsumen 
kepada pelaku usaha atas kerug�an 
yang d�der�tanya ak�bat mengkonsums� 
barang dan/atau jasa yang d�produks� 
atau d�perdagangkan oleh pelaku 
usaha, ya�tu pasal 1365 KUH Perdata 
jo Pasal 1865 KUH Perdata. 

Pasal 1365 KUH Perdata, 
menyebutkan bahwa:
      “T�ap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerug�an 
kepada     orang la�n, mewaj�bkan 
orang yang karena salahnya 
menerb�tkan kerug�an �tu, 
menggant� kerug�an tersebut.”
Pasal 1865 KUH Perdata, 

menyebutkan bahwa:
 “Set�ap orang yang mendal�lkan 

bahwa �a mempunya� sesuatu hak, 
atau guna meneguhkan haknya 
send�r� maupun membantah 
suatu hak orang la�n, menunjuk 
pada suatu per�st�wa, d�waj�bkan 
membukt�kan adanya hak atau 
per�st�wa tersebut”.
Hubungan kontraktual t�daklah 

d��syaratkan j�ka gugatan yang 
d�ajukan konsumen berdasarkan pada 

Pasal 1365 KUHPerdata, seh�ngga 
konsumen sebaga� penggugat harus 
membukt�kan unsur-unsur sebaga� 
ber�kut:
a. Adanya perbuatan melawan 

hukum;
b. Adanya kesalahan/kelala�an 

pengusaha/perusahaan;
c.  Adanya kerug�an yang d�alam� 

konsumen;
d.  Adanya hubungan kausal antara 

perbuatan melanggar hukum 
dengan kerug�an yang d�alam� 
konsumen.19

Beban pembukt�an dalam hal 
�n� d�hadapkan pada konsumen, 
dan konsumen harus membukt�kan 
keempat unsur tersebut. Hal �n� 
d�rasakan t�dak ad�l bag� konsumen 
dengan dasar pert�mbangan ya�tu 
lemahnya kedudukan konsumen 
d�band�ngkan dengan pelaku usaha. 
Karenanya pelaku usaha lah yang 
harus membukt�kan bahwa �a t�dak 
lala� dalam proses produks�nya. Oleh 
karena beban pembukt�an ada pada 
pelaku usaha dalam membukt�kan 
ada atau t�daknya unsur kesalahan. 
Seh�ngga s�stem pembukt�an yang 
d�gunakan terhadap gugatan gant� 
rug� dalam penyelesa�an sengketa 
konsumen adalah s�stem pembukt�an 
terbal�k yang d�dasarkan pada ada 
t�daknya unsur kesalahan yang 
d�lakukan oleh pelaku usaha. Hal �n� 
sesua� dengan ketentuan dalam Pasal 
19 dan Pasal 22 Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen. Sedangkan 

19  Rajagukguk Erman, op. cit, hlm. 66.
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mengena� tanggung jawab pelaku usaha 
terhadap konsumen atas tuntutan gant� 
rug� tertuang dalam Pasal 24 Undang-
Undang Perl�ndungan Konsumen.

Menurut Pasal 28 Undang-
Undang Perl�ndungan Konsumen 
“Pembukt�an terhadap ada t�daknya 
unsur kesalahan dalam gugatan gant� 
rug� sebaga�mana d�maksud dalam 
Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 
merupakan beban dan tanggung jawab 
pelaku usaha.”

Terka�t hal tersebut, menurut 
Abdulkad�r Muhammad d�sebutkan 
bahwa tanggung jawab adalah waj�b, 
menanggung, waj�b mem�kul beban, 
waj�b memenuh� segala ak�bat yang 
t�mbul dar� perbuatan, rela mengabd�, 
dan rela berkorban untuk kepent�ngan 
p�hak la�n.20

Pelaku usaha dalam hukum 
perl�ndungan konsumen harus dapat d� 
m�ntakan pertanggung jawaban, ya�tu 
j�ka perbuatannya telah melanggar 
hak-hak dan kepent�ngan konsumen, 
men�mbulkan kerug�an, atau kesehatan 
konsumen terganggu.21

Menurut kamus hukum, 
”Tanggung jawab produk ya�tu 
tanggung jawab para produsen untuk 
produk yang telah d� bawa nya kedalam 
peredaran yang men�mbulkan atau 
menyebabkan kerug�an karena cacat 
yang melekat pada produk tersebut”. 

20 Abdulkad�r Muhammad, 2000, Hukum Perdata 
Indones�a, PT. C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, 
hlm. 94.

21 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-
Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 
Konsumen,(Bandar Lampung:Penerb�t 
Un�vers�tas Lampung), hlm. 93.

Ada 4 bentuk tanggung jawab,22 ya�tu 
1. Tanggung jawab berdasarkan 

unsur kesalahan
 Teor� �n� menyatakan bahwa 

seorang baru dapat d� m�ntakan 
pertanggung jawaban secara 
hukum j�ka ada unsur kesalahan 
yang d�berlakukannya.

2. Praduga untuk selalu bertanggung 
jawab

 Teor� �n� menyatakan bahwa 
tergugat selalu dapat d�anggap 
bertanggung jawab sampa� �a 
dapat membukt�kan bahwa �a 
t�dak bersalah.

3. Praduga untuk t�dak selalu 
bertanggung jawab

 Teor� �n� adalah kebal�kan dar� 
pr�ns�p yang kedua, d�mana 
pelaku usaha t�dak dapat d�m�nta 
pertanggung jawabannya dan 
konsumen lah yang menanggung 
segala r�s�ko. Teor� praduga 
untuk t�dak bertanggung jawab 
hanya d�kenal dalam l�ngkup 
transaks� konsumen yang sangat 
terbatas.

4. Tanggung jawab mutlak
 Teor� tanggung jawab mutlak 

dalam hukum perl�ndungan 
konsumen secara umum 
d�gunakan untuk mem�nta 
pertanggung jawaban pelaku 
usaha yang memasarkan 
produknya yang merug�kan 
konsumen. Asas tanggung jawab 

22 Mun�r Fuady, 1996. Hukum Bisnis 
Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, 
C�traAd�tya Bakt�, Bandung, hlm.64.
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�n� leb�h d�kenal dengan nama 
product liability.

5. Tanggung jawab dengan 
pembatas

 Teor� �n� sangat merug�kan 
konsumen b�la d�tetapkan secara 
sep�hak oleh pelaku usaha. 
Berdasarkan po�n-po�n d�atas 

dapat d�art�kan bahwa tanggung jawab 
pelaku usaha t�mbul karena adanya 
hubungan antara produsen dengan 
konsumen tetap� terdapat tanggung 
jawab mas�ng-mas�ng. Atas dasar 
keterka�tan yang berbeda maka pelaku 
usaha melakukan kontak dengan 
konsumen dengan tujuan tertentu 
ya�tu mendapatkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dengan pen�ngkatan 
produkt�v�tas dan ef�s�ens�. Sedangkan 
konsumen hubungannya untuk 
memenuh� tuntutan kebutuhan h�dup. 

Berdasarkan pada ketentuan 
pasal-pasal dalam undang-undang 
perl�ndungan konsumen bahwa pelaku 
usaha langsung d�anggap bersalah 
j�ka terjad� kasus gugatan gant� rug� 
seh�ngga d� dalamnya d� anut pr�ns�p 
praduga bersalah. Oleh karena pelaku 
usaha harus bertanggungjawab 
member� gant� kerug�an secara 
langsung kepada konsumen.23

Pelaku usaha dengan dem�k�an 
harus bertanggung jawab dan 
menanggung r�s�ko apab�la terbukt� 
ya�tu keadaan yang d�sebabkan oleh 

23 Susant� Ad� Nugroho, 2008, Proses 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala 
Implementasinya, Penerb�t Kencana, Jakarta. 
hlm. 95.

pelaku usaha yang berka�tan dengan 
pembuatan produk yang terjad� karena 
kesalahan, kelala�an dan kurang hat�-
hat�, seh�ngga mewaj�bkan pelaku 
usaha sebaga� pembuat produk 
menanggung segala ak�batnya sebaga� 
res�ko dar� perbuatan tersebut.

3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa 
Yang Dapat Ditempuh Oleh 
Konsumen Bila Terjadi 
Shortweighting 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 membag� penyelesa�an sengketa 
konsumen menjad� 2 bag�an, ya�tu:
1) Penyelesa�an sengketa secara 

dama� oleh para p�hak send�r� 
dapat d�bag� menjad� dua ya�tu :

 a.   Penyelesa�an sengketa 
secara dama� oleh para 
p�hak send�r�.

 Susant� Ad� Nugroho menye-
butkan bahwa yang d�maksud 
dengan penyelesa�an secara 
dama� adalah penyelesa�an yang 
d�lakukan oleh kedua belah 
p�hak yang bersengketa (pelaku 
usaha dan konsumen) tanpa 
melalu� pengad�lan atau badan 
penyelesa�an sengketa konsumen 
dan t�dak bertentangan dengan 
Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen.24

 Ist�lah penyelesa�an dama� oleh 
para p�hak �n� ser�ng d�sebut 
dengan nego�sas�. Nego�sas� 
adalah proses konsensus yang 
d�gunakan para p�hak untuk 

24  Ibid, hlm. 99.
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memperoleh kesepakatan d� 
antara mereka. Nego�sas� menurut 
Roger F�sher dan W�ll�an Ury 
adalah komun�kas� dua arah 
yang d�rancang untuk mencapa� 
kesepakatan yang sama maupun 
berbeda. Nego�sas� merupakan 
sarana bag� p�hak-p�hak yang 
mengalam� sengketa untuk 
mend�skus�kan penyelesa�annya 
tanpa mel�batkan p�hak ket�ga 
penengah yang t�dak berwenang 
mengamb�l keputusan (med�as�) 
dan p�hak ket�ga pengamb�l 
keputusan (arb�trase dan 
l�t�gas�).25

 Nego�sas� b�asanya d�pergunakan 
dalam sengketa yang t�dak terlalu 
pel�k, d� mana para p�hak mas�h 
ber�t�kad ba�k untuk duduk 
bersama dan memecahkan 
masalah. Nego�sas� d�lakukan 
apab�la komun�kas� antar p�hak 
yang bersengketa mas�h terjal�n 
dengan ba�k, mas�h ada rasa 
sal�ng percaya da ada ke�ng�nan 
untuk cepat mendapatkan 
kesepakatan dan meneruskan 
hubungan ba�k.26

 b.   Penyelesa�an sengketa 
melalu� lembaga yang 
berwenang.

 Susant� Ad� Nugroho menyebut-
kan bahwa penyelesa�an sengketa 
melalu� lembaga yang berwenang 
ya�tu melalu� Badan Penyelesa�an 

25 Cel�na Tr� S�w� Kr�st�yant�., 2008, Hukum 
Perlindungan Konsumen. S�nar Graf�ka, 
Jakarta.h. 188, hlm. 188.

26  Ibid.

Sengketa Konsumen (untuk 
selanjutnya d�s�ngkat dengan 
BPSK) d�mana penyelesa�annya 
dengan menggunakan mekan�s-
me melalu� med�as�, kons�l�as� 
atau arb�trase.27

Penyelesa�an sengketa konsumen 
dengan adanya BPSK maka dapat 
d�lakukan secara cepat, mudah dan 
murah. Cepat karena undang-undang 
menentukan dalam tenggang waktu 21 
har� kerja, BPSK waj�b member�kan 
putusannya. Mudah karena prosedur 
adm�n�strat�f dan proses pengamb�lan 
putusan yang sangat sederhana. Murah 
terletak pada b�aya perkara yang 
terjangkau. Penyelesa�an sengketa 
konsumen d� BPSK d�selenggarakan 
untuk mencapa� kesepakatan mengena� 
bentuk dan besarnya gant�-kerug�an 
dan/atau mengena� t�ndakan tertentu 
untuk menjam�n t�dak akan terulang 
kembal� kerug�an yang d�der�ta oleh 
konsumen. Bentuk jam�nan yang 
d�maksud adalah berupa pernyataan 
tertul�s yang menerangkan bahwa t�dak 
akan terulang kembal� perbuatan yang 
telah merug�kan konsumen tersebut. 

Mekan�sme penyelesa�an 
sengketa melalu� BPSK, dapat 
d�ura�kan sebaga� ber�kut; bahwa 
dalam menangan� dan menyelesa�kan 
sengketa konsumen BPSK membentuk 
majel�s, dengan jumlah anggota yang 
harus berjumlah ganj�l, ya�tu terd�r� 
dar� sed�k�t-d�k�tnya 3 (t�ga) orang 
yang mewak�l� semua unsur, dan 
d�bantu oleh seorang pan�tera. Menurut 

27  Susant� Ad� Nugroho,  op. cit, hlm.98.
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ketentuan Pasal 54 Ayat (4), ketentuan 
tekn�s dar� pelaksanaan tugas majel�s 
BPSK yang akan menangan� dan 
menyelesa�kan sengketa konsumen 
akan d�atur tersend�r� oleh Menter� 
Per�ndustr�an dan Perdagangan. 
Yang jelas BPSK  d�waj�bkan untuk 
menyelesa�kan sengketa konsumen 
yang d�serahkan kepadanya dalam 
jangka waktu 21 (dua puluh satu) har� 
terh�tung sejak gugatan d�ter�ma oleh 
BPSK.28

Lembaga penyelesa�an d�luar 
pengad�lan, yang d�laksanakan 
melalu� Badan Penyelesa�an Sengketa 
Konsumen �n� memang d�khususkan 
bag� konsumen perorangan yang 
mem�l�k� persel�s�han dengan pelaku 
usaha. S�fat penyelesa�an sengketa 
yang cepat dan murah yang memang 
d�butuhkan oleh konsumen, terutama 
konsumen perorangan, tampaknya 
sudah cukup terakomodas� dalam 
Undang-Undang Perl�ndungan Konsu-
men.29

2) Penyelesa�an sengketa konsumen 
melalu� proses l�t�gas�. 

 Penyelesa�an sengketa konsumen 
melalu� pengad�lan (Pasal 48 
Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen), mem�l�k� makna 
bahwa penyelesa�an  sengketa 
konsumen melalu� pengad�lan 
hanya d�mungk�nkan apab�la :

 a. Para p�hak belum mem�l�h 
upaya penyelesa�an 
sengketa konsumen d�luar 
pengad�lan.

28  Yusuf Sof�e, op. cit, hlm. 88
29  Rahmad� Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan, PT C�tra Ad�tya 
Bakt�, Bandung, hlm. 40.

 b. Upaya penyelesa�an 
sengketa konsumen d� luar 
pengad�lan, d�nyatakan 
t�dak berhas�l oleh salah 
satu p�hak atau oleh para 
p�hak yang bersengketa.30

Satu hal yang harus d��ngat, bahwa 
cara penyelesa�an sengketa melalu� 
pengad�lan menggunakan hukum acara 
umum yang berlaku selama �n�, ya�tu 
HIR/RBg. Pasal 45 ayat (4) Undang-
Undang Perl�ndungan Konsumen, 
yang menyatakan bahwa “apab�la 
telah d�p�l�h upaya penyelesa�an 
sengketa konsumen d�luar pengad�lan, 
gugatan melalu� pengad�lan hanya 
dapat d�tempuh apab�la upaya tersebut 
d�nyatakan t�dak berhas�l oleh salah 
satu p�hak atau oleh para p�hak yang 
bersengketa.” Menurut Ahmad� M�ru 
dan Sutarman Yodo, ketentuan tersebut 
hanya dapat d�benarkan apab�la �st�lah 
“t�dak berhas�l” tertuju pada BPSK 
yang t�dak berhas�l member� putusan 
dalam cara arb�trase, atau BPSK 
sebaga� med�ator atau kons�l�ator, 
t�dak berhas�l mengantar para p�hak 
mencapa� kesepakatan.31

Mekan�sme penyelesa�an 
sengketa melalu� pengad�lan, dapat 
d�ura�kan sebaga� ber�kut; bahwa dalam 
Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen d�katakan 
bahwa putusan yang d�jatuhkan 
majel�s (BPSK) bers�fat f�nal dan 
meng�kat. Walaupun dem�k�an, para 

30 Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan 
di Indonesia,  Penerb�t C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, hlm. 19.

31 Susant� Ad� Nugroho,  op cit, hlm. 105



535

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 521 - 537

p�hak yang t�dak setuju atas putusan 
tersebut dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengad�lan Neger� untuk 
d�putus. Terhadap putusan Pengad�lan 
Neger� In�, mesk�pun d�katakan bahwa 
Undang-Undang tentang Perl�ndungan 
Konsumen hanya member�kan hak 
kepada p�hak yang t�dak merasa puas 
atas putusan tersebut untuk mengajukan 
kasas� ke Mahkamah Agung, namun 
dengan meng�ngat akan relat�v�tas dar� 
t�dak “merasa puas”, peluang untuk 
mengajukan kasas� sebenarnya terbuka 
bag� set�ap p�hak dalam perkara.32

Undang-Undang tentang 
Perl�ndungan Konsumen juga telah 
member�kan jangka waktu yang 
past� bag� penyelesa�an persel�s�han 
konsumen yang t�mbul, yakn� 21 (dua 
puluh satu) har� untuk proses pada 
t�ngkat Pengad�lan Neger�, dan 30 ( 
t�ga puluh ) har� untuk d�selesa�kan 
oleh Mahkamah Agung, dengan “jeda” 
mas�ng-mas�ng 14 (empat belas) 
har� untuk mengajukan keberatan ke 
Pengad�lan Neger� maupun kasas� ke 
Mahkamah Agung.33

Menurut Pasal 54 Ayat (3) 
Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen, menentukan bahwa 
“putusan Majel�s Badan Penyelesa�an 
Sengketa Konsumen bers�fat f�nal 
dan meng�kat.” Pada penjelasan 
Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen, d�tegaskan 
bahwa “kata bers�fat f�nal berart� 
32 Rahmad� Usman, op. cit, hlm. 49.
33 S�dharta, 2004, Hukum Perlindungan 

Konsumen Indonesia,  PT. Gramed�a 
Pustaka Utama,  Jakarta, hlm. 38.

t�dak ada upaya band�ng dan kasas�”. 
Namun ternyata, Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen mengenal 
pengajuan keberatan kepada 
Pengad�lan Neger�.34

Apab�la pelaku usaha mener�ma 
(menyetuju� atau sependapat) 
d�ctum (amar, �s�) putusan Badan 
Penyelesa�an Sengketa Konsumen 
(Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen), maka �a 
waj�b melaksanakan putusan tersebut. 
J�ka pelaku usaha t�dak menggunakan 
upaya hukum yang ada (band�ng dan 
selanjutnya kasas�), maka putusan 
Badan Penyelesa�an Sengketa 
Konsumen menjad� berkekuatan 
hukum tetap. T�dak d�laksanakannya 
putusan tersebut, apalag� setelah 
d�lakukannya f�at eksekus� berdasarkan 
Pasal 57 Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen, merupakan t�ndak p�dana 
d� b�dang perl�ndungan konsumen.35

IV. KESIMPULAN
Bertanggung  jawab terhadap 

kerug�an konsumen apab�la t�mbul 
prakt�k penjualan shortweighting, 
adalah produsen dan/atau pelaku 
usaha yang memperdagangkan barang 
tersebut kepada konsumen yang 
mana hal tersebut  tergantung pada 
pembukt�an leb�h lanjut terhadap ada/
t�dak  adanya unsur kesalahan dar� 
mas�ng-mas�ng pelaku usaha. S�stem 
34 R�dwan Hal�m, 2003, Filsafat Hukum, Penerb�t 

Pel�ta Stud�ways, Jakarta, hlm. 34.
35 Pr�yatna Abdurrasy�d, 2002, Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerb�t 
PT F�kahat� Aneska dan Badan Arb�trase 
Nas�onal, Jakarta, hlm. 67.  
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pembukt�an yang d�gunakan dalam 
penyelesa�an sengketa konsumen 
adalah s�stem pembukt�an terbal�k 
sesua� dengan ketentuan dalam Pasal 
19 dan Pasal 22 Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen. Tanggung 
jawab pelaku usaha terhadap konsumen 
atas tuntutan gant� rug� tertuang dalam 
Pasal 24 Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen. 

Upaya penyelesa�an sengketa 
oleh konsumen terka�t dengan 
shortweighting dapat d�tempuh melalu� 
dua cara ya�tu penyelesa�an sengketa 
d�luar pengad�lan dan penyelesa�an 
sengketa konsumen melalu� proses 
l�t�gas�, Penyelesa�an sengketa d� 
luar pengad�lan ya�tu b�sa melalu� 
penyelesa�an sengketa secara dama� 
oleh pahak p�hak send�r� dan b�sa 
melalu� Badan Penyelesa�an Sengketa 
Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Ibrah�m, J. (2006). Teor� dan 

metodolog� penel�t�an hukum 
normat�f. Malang: Bayumedia 
Publishing.

Mun�r, F. (1996). Hukum B�sn�s Dalam 
Teor� Dan Praktek. C�traAd�tya 
Bakt�, Bandung.

Marzuk�, P. (2009). Mahmud. 
Penelitian Hukum. Kencana 
Prenada Med�a Group, Jakarta.

Nugroho, S. A. (2008). Proses 
penyelesaian sengketa konsumen 
ditinjau dari hukum acara serta 

kendala implementasinya. 
Kencana. Jakarta.

Pr�yatna, A. (2002). Arb�trase 
dan Alternat�f Penyelesa�an 
Sengketa. Fikahati Aneska, 
Jakarta.

Rahmad�, U. (2004). Hukum 
Persa�ngan Usaha D� Indones�a. 
PT. Gramed�a Pustaka Utama, 
Jakarta.

Rajagukguk, E. (2000). Hukum 
perl�ndungan konsumen. 
Bandung: Mandar Maju. 
Bandung.

R�dwan Hal�m. (2003). Filsafat Hukum, 
Penerb�t Pel�ta Stud�ways, 
Jakarta.

Shof�e, Y. (2000). Perlindungan 
Konsumen dan Instrumen-
instrumen hukumnya. C�tra 
Ad�tya Bakt�. Bandung.

S�dharta, (2004), Hukum Perlindungan 
Konsumen Indonesia,  PT. 
Gramed�a Pustaka Utama,  
Jakarta.

S�w�, K. C. T. (2008). Hukum 
Perl�ndungan Konsumen. Sinar 
Grafika, Jakarta.

Soekanto, S. (2006). Pengantar 
penelitian hukum. Penerb�t 
Un�vers�tas Indones�a (UI-
Press).

Sudaryatmo. (1996). Masalah 
Perlindungan di Indonesia.  
Penerb�t C�tra Ad�tya Bakt�. 
Bandung.

Sumarwan, U. (2003). Per�laku 
konsumen: Teor� dan 
penerapannya dalam pemasaran. 



537

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 521 - 537

Jakarta: Ghalia Indonesia.
Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan. 
C�tra Ad�tya Bakt�. Bandung.

Wahyun�, E. S. (2003). Aspek hukum 
sertifikasi dan keterkaitannya 
dengan perlindungan konsumen. 
C�tra Ad�tya Bakt�. Bandung.

W�rasasm�ta, H. R. (2002). Kamus 
lengkap ekonomi. P�on�r Jaya. 
Bandung

PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen, Lembaran Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1999 
Nomor 42. Tambahan Lembaran 
Republ�k Indones�a Nomor 
3821.

K�tab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata)

ARTIKEL JURNAL
Brotosus�lo, A. (2017). Hak-hak 

Produsen Dalam Hukum 
Perl�ndungan Konsumen. Jurnal 
Hukum & Pembangunan, 22(5), 
423-439.

Pande, N. (2017). PERLINDUNGAN 
KONSUMEN TERHADAP 
PRODUK KOSMETIK IMPOR 
YANG TIDAK TERDAFTAR 
DI BBPOM DENPASAR. Jurnal 
Magister Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), 
6(1), 13 - 22. do�:10.24843/
JMHU.2017.v06.�01.p02.

Yog�artha, G. (2016). TANGGUNG-
JAWAB PELAKU USAHA 
TERKAIT DENGAN JUAL-
BELI TELEPON SELULER 
TANPA GARANSI. Jurnal 
Magister Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), 
5(1), 93 - 100. do�:10.24843/
JMHU.2016.v05.�01.p09

INTERNET 
Sulars�, SH, Sen�or Staff YLKI http://

ylk�.or.�d/2011/11/membel�-
b a r a n g - d a l a m - k e a d a a n -
terbungkus/, d�akses tanggal 4 
Desember 2017 

YDH, 2017, http://news.metrotvnews.
com/read/2017/10/04/767975/
ylk�-m�nta-pol�s�-usut-ledakan-
gudang-peng�s�an-elp�j�,  d�akses 
tanggal 4 Desember 2017.




